Ayu Nulus Nadhi, B

STT Ayu Nulus Nadhi I Gusti
Agung Kristana Dhyana, Rabu
(20/8) kemarin. 3
Menurut Agung, jika
masyarakat luas hanya diam
kait rekl i Teluk Benoa

‘tanadhi Desa Dangin Puri

Kangin, Denpasar Timur.
Mereka memasang baliho to-
lak rekl idiJalan

Gad

oJ;
‘Denpasar Timur, Selasa (19/8).
~ “Ini suara yang tulus dari
* rakyat. Mudah-mudahan bisa

didengarkan oleh pemimpin

Bali. Kami menolak reklamasi

karena dampak perusakan
alam Bali sangat fatal ke

‘duduk di kursi DPRD.

si dan mendesak pemerintah

mes s memikirkan dampak bagi
6x4 meter di Jalan Raya Sin-  alam Bali ke depan. Ia juga me-
gapadu, Banjar Negari, Singa- minta agar pemerintah lebih

Tengah, Sukawati, Gian-  arif serta mau menanggapi

1 (20/8) kemarin. Ba-
iho yang dinaikkan puluhan
pemuda ini bertuliskan ‘Bali
Tolak Reklamasi, Batalkan
Perpres No. 51 Tahun 2014”.
Ketua STT Cantika Karya
Made Agus Hendra mengata-
kan pemasangan baliho meru-
pakan inisiatif dari anggota
STT, yang didukung oleh selu-
ruh elemen masyarakat di
Banjar Negari. “Tidak hanya
anggota STT, tgta;n se!‘u.l"uh

' s
ng kami menaikkan baliho ini,
sebagai wujud penolakan ter-
hadap rencana pemerintah,’
kntianya.

a

TR

P

penolakan ini dengan men-
cabut Perpres Nomor 51fl‘ahun
2014. “Kami cinta Bali, kare-
na itu kami tolak reklamasi,”
katanya. \

Agus Hendra menam-

bahkan, reklamasi Teluk -

Benoa harus ditolak oleh se-
at. Gen-

satukan komitmen, sebab
dampak reklamasi Teluk
Benoa tidak hanya dirasakan
masyarakat sekitar pesisir,
tetapi akan dirasakan o,}eh se-

luruh masyarakat Bali,” ucap-
nya. (kmb36/kmb35)

itu, siapa yang akan melindun-

Sejumlah STT Tolak Reklamasi §
Pemimpin Bali Didesak
Dengarkan Suara Rakyat

SEKA teruna (ST) dan seka
teruna teruni (STT) di Bali
makin gencar melakukan pe-
nolakan terhadap rencana re-
klamasi. Kali ini giliran STT

tidak bisa mengembalikan sep-
erti semula. Ini berdampak
buruk terhadap masa depan
Bali,” ucap Agung.

Gerakan penolakan ter-
hadap rencana reklamasi juga
berlangsung di Gianyar.

gi Bali. Selain itu, pejabat di Hal.

Bali, terutama mereka yang
, harus
ikut berperan aktif. “Pejabat di
atas harus ikut peduli Bali.
Jangan hanya duduk saja,”
tambahnya. T

Dia mendesak pemimpin
Bali, termasuk presiden terpi-
lih, mendengarkan suara

. 23
Puluhan Pemuda
% ’ o

it
GADUNG - Baliho tolal
reklamasi di Jalan G
dung, Denpasar Timur
dipasang STT Ayu Nulus
- Nadhi, Banjar Mertanadhi

[ SN 3 " Vi . Bali Postik 5 g 7 Desa Dangin Puri Kangin,
. GIANYAR -STTC asang bali- depannya. Terutama buat rakyat. “Sangat gampang €80 4
% hGodi AE S’:TJC‘.GD?’M'!KGU‘GM(“ il % an£k~cugu kita,” tegas Ketu;‘ merusak alam, tetapi kita D’"P““"," Til,{!""‘-
‘ 4 ;i ’ i i
Puluhan Pemuda
‘4@ mudidari STT Cantika Karya
. ‘ ini sepakat menolak reklama-

Sumber Berita : Harian Bali Post, “Sejumlah STT Tolak Reklamasi, Pemimpin Bali
Dldesak Dengarkan Suara Rakyat” , Senin 25 Agustus 2014.

Catatan:

1. Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

2. Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau
lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna
dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di
laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasaranya reklamasi merupakan
kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya
merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air)
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menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air). (Wisnu Suharto dalam
Maskur, 2008).

3. Tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna
menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk
kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.
Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.
Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju pertumbuhan dan
kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin
menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran
kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.
(http//www.lautkita.org)

4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Mei 2014 telah menandatangani
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan
Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang mengatur terkait perubahan
terhadap peruntukan ruang sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang
merupakan bagian dari Kawasan Teluk Benoa.

5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) merupakan revisi
terhadap Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan).

6. Salah satu poin terpenting Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 adalah mengubah
peruntukkan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi
daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 Hektar. Lebih rinci, aturan tersebut juga
mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut, menjadi
sebagian Pulau serangan dan Pudut.

7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 juga menghapus besaran luas taman Hutan
Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. Dalam aturan sebelumnya ditetapkan
secara spesifik luas taman Hutan Raya Ngurah Rai, yakni 1.375 Hektar. Pepres tersebut
menetapkan zona budi daya baru, yakni zona P yang merupakan zona perairan pesisir
dengan karakteristik kawasan teluk. Zona P berfungsi sebagai kawasan pemanfaatan
umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi,
pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama. Zona P yang
dimaksud adalah kawasan Teluk Benoa. Lokasi Teluk Benoa Kabupaten Badung berada di
timur Bandara Ngurah Rai Bali, dan dilintasi oleh Jalan Tol Bali Mandara. Di sekitar
kawasan ini terdapat Pelabuhan Benoa, dan wisata perairan Tanjung Benoa.

8. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dalam laman www.setkab.go.id menjelaskan bahwa
perubahan Perpres No. 45 Tahun 2011 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Untuk menyelaraskan arahan pengaturan peruntukan dan pemanfaatan ruang di
Kawasan Teluk Benoa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 45/2011 dengan Perpres
No. 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

b. Adanya perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan
Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan
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ruang di Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan kebijakan revitalisasi kawasan
yang sesuai dengan perkembangan potensi alam, wisata, lingkungan dan masyarakat di
Bali secara khusus dan umum;

c. Kondisi eksisting Kawasan Teluk Benoa sudah tidak seluruhnya memenuhi kriteria
sebagai kawasan konservasi perairan, dimana secara faktual telah ada perubahan fisik
antara lain jalan tol, jaringan pipa migas, maupun pelabuhan internasional Benoa. Selain
itu, terjadinya pendangkalan, menjadi salah satu pertimbangan bahwa Kawasan Benoa
tersebut tidak lagi tepat untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Khusus
keberadaan jalan tol layang diatas kawasan pantai, telah mengubah dinamika ekosistem
pantai di Kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian peruntukan ruang;

d. Kawasan Teluk Benoa dinilai dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan
kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan
kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan
sekitarnya, termasuk tanaman bakau (mangrove), serta keberadaan prasarana dan
sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa;

e. Perubahan Perpres Sarbagita tersebut juga dimaksudkan untuk menyesuaikan dinamika
dan perubahan tujuan pembangunan perekonomian nasional, khususnya yang terkait
dengan rencana percepatan pembangunan di Bali, yang merupakan bagian dari
rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia 2011-
2025 (MP3EI).
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